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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB

KETUA: SUHARTOYO [00:33]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 211
Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUKPALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk
kita semua. Diperkenalkan, Pemohon. Silakan.

PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:57]

Selamat pagi, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: SUHARTOYO [01:07]
Waalaikumsalam.
PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:07]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya
Fungsiawan dari Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:15]
Dari Kuasa DPR, silakan.
DPR: RINA PAMELA [01:20]
Selamat pagi, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:23]
Pagi.
DPR: RINA PAMELA [01:23]
Dari DPR yang hadir saat ini dari Badan Keahlian Sekretariat

Jenderal DPR RI dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
dihadiri oleh saya, Rina Sartika Pamela dan juga rekan saya, Adjie Jalu.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

KETUA: SUHARTOYO [01:36]
Dari Kuasa Presiden.
PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:38]
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: SUHARTOYO [01:42]
Waalaikumsalam.
PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:42]

Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir
dari Kementerian Keuangan Bapak Aloysius Yanis (Kepala Biro Advokasi),
Irfan Maksum, Abnon Budianto beserta Tim. Dan dari Kementerian
Hukum saya sendiri, May Lim Charity, Purwoko, dan Dwi David. Terima
kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari
ini seharusnya agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan
Presiden. Tapi dari DPR masih dalam masa reses, ya, sehingga belum
siap dengan pemberian keterangannya. Demikian juga Presiden, minta
waktu untuk penundaan karena keterangannya belum siap. Betul seperti
itu, Pak?

PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:28]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Baik. Itu Pemohon, ya, Pak Fungsiawan. Jadi, sidang hari ini
belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti dalam waktu yang
akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Karena ini juga Mahkamah
sedang menyusun agenda sidang di bulan Desember yang penuh
jadwalnya dan harinya juga banyak yang hari libur atau hari tidak efektif.
Oleh karena itu, Para Pihak supaya memberi ... menunggu saja kabar
dari Mahkamah, kepastian kapan akan disidangkan kembali untuk
Permohonan ini.



Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.34 WIB

Jakarta, 15 Desember 2025
PIt. Panitera,
Wiryanto
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